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Nomostat_is

I
KONSEP HUKUM

A. HukuM DAN KEADILAN

a. Perbuatan Manusia sebagai Objek Peraturan

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan”
adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang
dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan
yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah
sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi
perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan
yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan
hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat
dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas
tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut.

Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan
manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan
perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia
yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Suatu per-
aturan yang menjadikan tindak pembunuhan sebagai delik yang dapat
dihukum berkenaan dengan perbuatan manusia yang mengakibatkan
matinya seseorang. Namun demikian, kematian itu sendiri bukanlah
perbuatan manusia melainkan suatu proses fisiologis. Setiap peraturan
hukum mewajibkan manusia untuk melakukan suatu perbuatan ter-
tentu di bawah kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi ini tidak mesti
berupa perbuatan manusia, namun bisa juga berupa, misalnya,
peristiwa-peristiwa alam. Suatu peraturan hukum mungkin mewajib-
kan para tetangga untuk memberikan pertolongan kepada korban
bencana banjir. Banjir bukanlah perbuatan manusia, namun merupakan
kondisi atau syarat bagi dilakukannya suatu perbuatan manusia yang
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Flasey Kaonis
CATATAMAKIA A

Fembahasan ini dipapatkan letab banpr dalam esm says e Jder
dee Naturrechts (1928) ZEVTOHIIFE PUR hEPENTIICHES #5411

LL1f

* Untuk menyederhanakan masalah, karmi memahami bk goninf
dalam manifestasinya sebagai aturan hukom dani sebuah Negara yany
relasinya dengan hukum internasional diabaikan, Jika kita hatus
mempertimbangkan talitas sebuah sistemn hukum yang verdin darni bl
internasional dan sturan-aturan nasions) di buwabtya, maka problem
norma dasar hipotesis skan teratasi, Dalam kasus itu norma yany
menetapkan legislator komstitusions) dalam aturan nasional ity tampil
sebagai aturan hukum positf hukum internasional, yang dengan norma
dasarnya sajs kita berhubungan.

* Bandingkan dengan studi says Les rapports de Systéme entre 1z
droit interne et le droit international public (1927) ACADEMIE DE
DROIT INTERNATIONAL, EXTRAIT DU RECUEIL DE COURS

4 Yecenderungsn terjadings pengulangan secara konstan, bahkan
pada sebush teori dengan pretensi-pretensi positivistik, untuk
mengidentifikasi “validitas” hukum positif beserta efektifitasnys atau
untuk menolak hukum positif terhadap adanya beberapa validitas yany
terpisah dari efektifitasnys, sebensrmys berasal dari spekulasi hukum alam.
Namun, | memiliki keterkaitan dengan kecenderungan sosiologis dalam
ilrnu hukurm di mana karakeer hukum alarnya hanya bisa dikuak melzlui
rerminologi kavsalitas.

? Bandingkan dengzan artikel saya Naturecht und positives Rechr:
Eine Untersuchung ihres gegenseitigen Verhaltnisses (1923)
INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FUR RECHTS THEORIE (Brusn)
31/

¢ ETHICAE DOCTRINAE ELEMTORUM LIBRI DUO. CORPUS
REFORMATORUM, vol, AVI (Halis Saxonum, 1850) hlm. 234

7EJ. Stahl, Philesophie des Rechts (4th ed.), 175 dan 289.

*C. Bergohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, 1892, 116, 200,
217

7 Cf. Miiller-Freinfels, Persémlichkeit und Weltanschavung (2nd ed.,
1923).

 Ketika metafisika ingin dunia imajinasi subjektif, maka metafisika
akan memasuki dogmatisme agama wahyu; spekulasi hukum-alam. Saat
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DAFTAR PusTaka

N

metafisika mencari kepastian tertentu, maka ia memasuki wilayah norma-
norma hukum positif, yang berada di bawah otoritas gereja, yaitu otoritas
suatu organisasi kekuasaan yang mengklaim bahwa organisasinya mewakili
sebuah tatanan yang validitasnya lebih tinggi daripada validitas hukum
negara yang membatasi atau menentukan dengan satu cara tertentu.
Secara umum, norma eklesiastik menghadirkan diri sebagai hukum alam,
meskipun sekadar untuk menunjukkan superioritasnya terhadap hukum
negara. Kenyataannya, norma-norma eklesistik tersebut hanyalah hukum
positif, sebagaimana halnya gereja hanyalah satu bentuk negara.
Keserupaan agama dan wahyu dengan hukum positif sudah jelas.
Keinginan terhadap objektivitas memaksa positifisme.

1 Karena alasan ini, positivisme dengan tegas menolak doktrin
hukum alam tertentu dalam ilmu hukum sebagai sebuah sumber hukum.

2 tentang perubahan yang terjadi dalam teori liberalisme dan
sosialisme segera setelah salah satunya menjadi ideologi sebuah kelompok
yang mengatur dan menjalankan kekuasaan, bandingkan dengan studi
saya MARX ODER LASSALE (1924) 1ff
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